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“Tidak pernah ada yang bisa mengalahkan kekuatan cinta yang murni 
dan tulus. Cinta yang mendalam menebarkan energy positif yang tidak 
hanya mengubah hidup seseorang, tetapi juga menerangi kehidupan 
orang banyak” 
( Kompas ) 
 
“And Every Action There Is Always An Equal And Opposite Or 
Contrary Reaction “ 
( Issac Newton ) 
 




“For a Pessimist, I am a Preety Optimistic” 
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Penelitian Hukum ini untuk menjawab mengenai dasar pertimbangan 
Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan bebas dalam perkara 
pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. 
Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan menggunakan sumber 
data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis data kualitatif. 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan 
bahwa Yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta 
dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara pelanggaran Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya dengan Terdakwa Hashim S 
Djojohadikusumo karena Jaksa Penuntut Umum sendiri tidak menguraikan unsur 
” dengan sengaja ” dalam surat dakwaannya. Selain itu Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya tidak mengatur tentang batas jangka 
waktu untuk pendaftaran, jadi pendaftaran dapat dilakukan kapan-kapan.Bahwa 
apabila ada syarat waktu pendaftaran, terdakwa dianggap melakukan pelanggaran, 
tetapi apabila tidak ada syarat waktu, maka terdakwa kapan-kapan bisa 
mendaftarkannya dan terdakwa tidak melakukan pelanggaran. 
Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang 
berpendapat bahwa unsur “Tidak mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, 
pemindahan Benda Cagar Budaya” tidak terbukti karena pada pasal 143 ayat (2) 
huruf b KUHAP menyebutkan bahwa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan 
yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uaraian secara cermat, jelas 
dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan 
waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Jaksa Penuntut Umum 
menyebutkan bahwa awalnya sekitar antara bulan Nopember atau bulan Desember 
2006 Mr Hugo E Kreijger datang ke rumah Terdakwa untuk menawarkan 
sejumlah benda kuno diantaranya 6 buah arca, jadi tempus delictie dalam surat 
dakwaan dihubungkan dengan uraian yang ada pada alinea ke 2 ( dua ) tersebut, 
maka terjadi kontradiksi, akibatnya menurut Majelis bahwa pada bulan juli sampai 
Nopember 2006 Terdakwa belum membeli atau memiliki ke-enam arca terebut 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam suatu negara hukum seperti di Indonesia, Pengadilan adalah suatu 
badan atau lembaga peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk 
memperoleh keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan 
penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui lembaga 
peradilan tersebut. Dalam suatu lembaga peradilan, hakim memegang peranan 
penting karena hakim dalam hal ini bertindak sebagai penentu untuk 
memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. 
Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan karena 
kedudukan hakim secara konstitusional dijamin oleh Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 
25 yang berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang 
merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan 
pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-
undang tentang kedudukan para hakim. Hal ini sesuai dengan ciri dari Negara 
hukum itu sendiri yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak 
memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. 
Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan 
tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, 
akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang berlaku. 
Dalam hal kebebasan hakim ini, juga berarti bahwa hakim harus dapat 
memberi penjelasan dalam menerapkan Undang-undang terhadap suatu 
perkara yang ditanganinya. Penjelasan tersebut diberikan berdasarkan 





berdasaran akal, ataupun sebuah uraian secara logis, namun hakim dalam hal 
ini harus bisa memilih berbagai kemungkinan berdasarkan keyakinannya. 
Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan 
ke pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-
pertimbangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, di 
samping berdasarkan Pasal-Pasal yang diterapkan terhadap terdakwa, 
sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu 
sendiri. Hakim dalam mengadili suatu perkara berdasarkan hati nuraninya. 
Sehingga hakim yang satu dengan yang lain memiliki pertimbangan yang 
berbeda-beda dalam menjatuhkan suatu putusan.  
Proses penegakan hukum di Indonesia berkaitan erat dengan proses 
pembangunan negara, karena pembangunan negara disamping dapat 
menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, dapat juga 
mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak 
sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang 
meresahkan masyarakat. Untuk itu diperlukan penegakan hukum. Salah satu 
tindakan hukum tersebut adalah yaitu penegakkan hukum untuk menjaga 
kelestarian Benda Cagar Budaya sebagai upaya perlindungan dan 
pemeliharaan demi pelestarian Benda Cagar Budaya. 
Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya yang luar biasa 
beragamnya. Dari kekayaan akan keragaman budaya tersebut Indonesia 
memiliki benda warisan kebudayaan nenek moyang yang masih bertahan 
sampai sekarang, benda tersebut adalah Benda Cagar Budaya. Benda Cagar 
Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting, artinya bagi 
pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan 
baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Dengan demikian perlu 
dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan 
kepentingan nasional. Sebagai kekayaan budaya bangsa, Benda Cagar Budaya 





ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Sehingga untuk menjaga kelestarian Benda 
Cagar Budaya diperlukan langkah pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, 
penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, 
dan pengawasan Benda Cagar Budaya upaya perlindungan dan pemeliharaan 
demi pelestarian Benda Cagar Budaya dan oleh karena itu dipandang perlu 
menetapkan pengaturan Benda Cagar Budaya dengan Undang-undang. 
 Sebagai wujud upaya perlindungan dan pemeliharaan demi pelestarian 
Benda Cagar Budaya maka pemerintah menetapkan pengaturan Benda Cagar 
Budaya dengan Undang-undang No.5 tahun 1992 Tentang Benda Cagar 
Budaya. Menurut Undang - Undang No. 5 tahun 1992, yang dimaksud dengan 
Benda Cagar Budaya adalah. benda buatan manusia, bergerak atau tidak 
bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau 
sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau 
mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 
50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, 
ilmu pengetahuan dan kebudayaan; benda alam yang dianggap mempunyai 
nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan 
Benda Cagar Budaya yang semuanya adalah mutlak dikuasai oleh negara 
pada kenyataannya masih banyak Benda Cagar Budaya yang dikuasai oleh 
individu yang sebenarnya tidak sedikitpun memiliki hak untuk memiliki atau 
menguasai Benda Cagar Budaya tersebut. Benda Cagar Budaya tertentu dapat 
dimiliki atau dikuasai oleh etiap orang dengan tetap memperhatikan fungsi 
sosialnya dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-
undang ini dan Benda Cagar Budaya tersebut yang dapat dimiliki adalah 
Benda Cagar Budaya yang dimilki secara turun temurun atau merupakan 
warisan, jumlahnya dan jenisnya cukup banyak dan sebagian telah dimiliki 
oleh negara.  Setiap pemilikan, pengalihan hak,dan pemindahan tempat Benda 





Salah satu fenomena tindak pidana pelanggaran Undang – Undang No.5 
Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya adalah kasus yang melibatkan 
Hashim S. Djojohadikusumo yang notabene adalah seorang pengusaha di 
Indonesia. Kasus hukum ini dilatarbelakangi  dari pelanggaran hukum dengan 
tidak dilakukannya kewajiban mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, dan 
pemindahan tempat suatu benda yang menjadi cagar budaya. Kasus ini 
menjadi sorotan berbagai pengamat hukum ketika dalam proses penegakan 
hukum di Pengadilan Negeri Surakarta, Majelis hakim memberikan putusan 
bebas. Sebuah keputusan yang dirasa ironis oleh berbagai pihak ketika Hakim 
Pemeriksa Perkara memutus dengan menyatakan bahwa Hashim S. 
Djojohadikusumo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah 
melakukan tindak pidana yang sebagaimana didakwakan jaksa.  
Problematika yuridis tersebut membutuhkan kajian secara yuridis apakah 
yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutus bebas, maka penulis 
tertarik untuk mengkaji pertimbangan-pertimbangan yuridis apasajakah yang 
melatarbelakangi hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap kasus   
tindak pidana pelanggaran Undang – Undang No.5 Tahun 1992 Tentang 
Benda Cagar Budaya dengan terdakwa Hashim S. Djojohadikusumo di 
Pengadilan Negeri Surakarta. 
Berpijak dari  runtutan benang merah dalam latar belakang diatas , 
peneliti sangat tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam dan menuangkannya 
dalam bentuk penelitian hukum dengan judul  “ANALISIS PUTUSAN 
BEBAS  HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM 
PERKARA PELANGGARAN UNDANG-UNDANG  NOMOR 5 TAHUN 
1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA ( STUDI PUTUSAN 
HAKIM NOMER : 368 / Pid. B / 2008 / PN Ska )”. 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah 





dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga 
dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan 
atau sasaran sesuai yang dikehendaki. 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah 
dalam penulisan hukum ini dirumuskan sebagai berikut : 
Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta 
dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa Hashim S. 
Djojohadikusumo dalam perkara pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1992 Tentang Benda Cagar Budaya ? 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam suatu kegiatan pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang 
hendak dicapai. Dan suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan 
tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut : 
1. Tujuan Obyektif 
Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri 
Surakarta dalam menjatuhkan putusan bebas  terhadap Hashim S. 
Djojohadikusumo dalam perkara pelanggaran Pasal 28 huruf a  Undang-
undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam 
penelitian hukum pada khususnya di bidang Hukum Acara Pidana. 
b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar sarjana 
dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret 





Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat, dan kegunaan 
yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan 
sehubungan dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada 
umumnya dan  hukum acara pidana pada khususnya.  
b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi 
ilmiah yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian sejenis 
untuk tahap berikutnya. 
c. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 
2. Manfaat  Praktis  
a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuan penulis di bidang hukum sebagai bekal 
untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. 
b. Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan 
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, 
sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memepelajari satu 





Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut 
permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. 
Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu 
menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi 
merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 2006: 7). Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, 
dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan 
masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, 
penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian 
doktrinal yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data 
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 
dan bahan hukum tersier sebagai data utama. 
2. Sifat Penelitian 
Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian 
hukum yang bersifat deskriptif, yaitu suatu  penelitian untuk memberikan 
data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. 
Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti 
mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono 
Soekanto, 2006:10). Dalam hal ini penulis akan memberikan data seteliti 
mungkin mengenai apakah yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan 
Negeri Surakarta dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara 
pelanggaran Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar 
Budaya. 





Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa buku, 
literatur, dokumen-dokumen resmi. 
4. Sumber Data 
Sumber data merupakan tempat data suatu penelitian dapat 
diperoleh. Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini 
adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan 
dalam penelitian hukum ini  meliputi : 
a. Bahan Hukum Primer  
Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 
mengikat dan terdiri dari kaidah dasar (Soerjono Soekanto dan Sri 
Mamudji, 2006:13). Yang menjadi bahan hukum primer dalam 
penelitian hukum ini yaitu: 
1) KUHP 
2) KUHAP 
3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman,  
4) Undang-undang No 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. 




b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat 
hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 
menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa buku-





dengan penelitian.antara lain berupa buku-buku atau literatur yang 
berkaitan atau membahas tentang putusan hakim dan tindak pidana 
pelanggaran Undang-undang no.5 tahun 1992 Tentang Benda Cagar 
Budaya. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan Hukum Tersier membantu memberikan penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sebagai contoh dari 
bahan hukum tersier adalah kamus dan ensiklopedia. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Suatu penelitian pasti akan membutuhkan data yang lengkap, 
dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar 
memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Di dalam 
penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis tekhnik pengumpulan 
data yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, 
dan wawancara atau interview ( Soerjono Soekanto, 2006 : 21 ). 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 
ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis 
mengumpulkan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah 
yang akan diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. 
Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, 
diklasifikasikan, dan  selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan 
tujuan dan permasalahan penelitian. 
6. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data 
dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan 





data (Lexi J. Moleong, 2002:183). Teknik analisis data adalah suatu uraian 
tentang cara-cara analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data 
kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya 
dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif.  
Penganalisisan data merupakan tahap yang paling penting dalam 
penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif, maka 
pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan 
sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat 
klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan 
pekerjaan analisis dan konstruksi. (Soerjono Soekanto, 2006:251) 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pengolahan data yang pada hakekatnya untuk mengadakan sistematisasi 
terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sehingga kegiatan yang dilakukan 
berupa pengumpulan data, kemudian data direduksi sehingga diperoleh 
data khusus yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas untuk 
kemudian dikaji dengan menggunakan norma secara materiil atau 
mengambil isi data disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan 
akhirnya diambil kesimpulan / verifikasi dan akan diperoleh kebenaran 
obyektif. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data  
kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, 
kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan 
akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data 
merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi 
suatu laporan. 





Untuk memberikan gambaran sementara mengenai skripsi ini,maka 
penulis akan menguraikan secara singkat rancangan sistematika Penulisan 
Hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini  adalah sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.  
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai dua hal yaitu, yang 
pertama adalah kerangka teori yang melandasi penelitian serta 
mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam 
penulisan hukum ini, yang meliputi: Pertama mengenai Tinjauan 
Umum Tentang Hakim dan Kekuasaan Kehakiman 
diantaranya yaitu : Pengertian Hakim; Tugas, Kewajiban Hakim.  
Kedua, Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim diantaranya 
yaitu : Pengertian dan Jenis Putusan Hakim, Formalitas Yang 
harus Dipenuhi dalam Putusan Hakim. Ketiga, Tinjauan Umum 
Tentang  Putusan Bebas diantaranya yaitu : Pengertian  dan 
Landasan Putusan Bebas; Macam-Macam Putusan Bebas; Putusan 
Bebas ditinjau dari Asas Pembuktian. Keempat, Tinjauan Umum 
tentang Tindak Pidana Pelanggaran Undang-undang No.5 
Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya diantaranya yaitu : 
Pengertian Tindak Pidana; Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran, 
tindak pidana pelanggaran Undang-undang No.5 Tahun 1992 
Tentang Benda Cagar Budaya. Pembahasan yang kedua adalah 





BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini diuraikan hasil penjelasan dari penelitian, yang 
berupa Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri surakarta 
dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa Hashim S. 
Djojohadikusumo dalam perkara pelanggaran Undang-undang 
No.5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. 
BAB IV  : PENUTUP 
Bab akhir ini berisi  simpulan serta saran dari hasil penelitian yang 





















A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum tentang Hakim  
Diantara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam 
melaksanakan penegakan hukum ialah hakim. Hakimlah yang pada 
akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada 
intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan.  
a. Pengertian Hakim 
Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang 
menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang 
diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Selain di 
dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 31 
Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 
dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang 
melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang. 
b. Tugas dan Kewajiban Hakim 
Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, tugas hakim 
adalah  menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila 
melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga 
keputusan yang diambilnya mencerminkan rasa keadilan bangsa dan 
masyarakat Indonesia. 
Untuk menegakkan hukum dan keadilan, seorang hakim 
mempunyai kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab hukum. 





dalam Bab IV Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman. Adapun kewajiban-kewajiban hakim tersebut 
adalah sebagai berikut : 
1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 
ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 2004) 
2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 
memperhatikan pula sifat yang vbaik dan jahat dari terdakwa 
(Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 2004) 
3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila 
terikat hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat 
ketiga, atau hubungan suami atau istri mesipun telah bercerai, 
dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau 
panitera ( Pasal 29 ayat (3) Undang-undang No.4 Tahun 2004 ) 
4) Ketua majelis, hakim anggota, wajib mengundurkan diri dari 
persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah dan 
semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri 
mesipun telah bercerai, dengan pihak yang diadili atau advokat ( 
Pasal 29 ayat (4) Undang-undang No.4 Tahun 2004) 
5) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila 
ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan 
perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri 
maupun atas permintaan pihak yang berperkara ( Pasal 29 ayat (5) 
Undang-undang No.4 Tahun 2004 ) 
6) Sebelum memangku jabatannya, hakim untuk masing-masing 





menurut agamanya ( Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 
2004 ) 
2. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim  
a. Pengertian dan Jenis Putusan Hakim 
Pengertian putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan 
Praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI tahun 1985 adalah 
hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan 
dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis 
ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan 
dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang 
pengadilan. ( Evi Hartanti, 2006: 52) 
KUHAP memberikan definisi terhadap putusan yakni “ 
pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, 
yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas daripada segala 
tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara apa yang diatur dalam 
Undang-undang ini”(Pasal 1 butir 11 KUHAP). 
Dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP diatur bahwa putusan sedapat 
mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan permufakatan 
yang bulat, kecuali hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak 
tercapai, maka ditempuh dengan dua cara : 
1) Putusan diambil dengan suara terbanyak. 
2) Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, 
yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi 
terdakwa. 
Menurut Yahya Harahap bahwa putusan akan dijatuhkan 
pengadilan, tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasar 





dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di  sidang 
pengadilan. ( M.Yahya Harahap, 2005: 347) 
Jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana, antara lain : 
a. Putusan  yang menyatakan tidak berwenang mengadili 
Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat 
terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum 
membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasihat hukum 
terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi                    
( tangkisan ). Eksepsi tersebut antara lain dapat memuat  bahwa 
Pengadilan Negeri tersebut tidak berkompetensi ( wewenang ) baik 
secara relatif maupun absolut. Jika majelis hakim berpendapat 
sama dengan penasihat hukum maka dapat dijatuhkan putusan 
bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili ( Pasal 156 
ayat (2) KUHAP ). 
b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum 
Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan karena Jaksa 
Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan tidak cermat, 
kurang jelas dan tidak lengkap. Mengenai surat dakwaan yang 
batal demi hukum ini dapat didasari oleh yurisprudensi yaitu 
Putusan Mahkamah Agung Registrasi Nomor: 808/K/Pid/1984 
tanggal 6 Juni yang menyatakan : “Dakwaan tidak cermat, kurang 
jelas, dan tidak lengkap harus dinyatakan batal demi hukum.” 
c. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima 
Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat 
diterima pada dasarnya termasuk kekurangcermatan penuntut 





1) Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan dalam delik 
aduan, tidak ada; 
2) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah pernah 
diadili ( ne bis in idem ); dan 
3) Hak untut penuntutan telah hilang karena daluwarsa (verjaring) 
d. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala 
tuntutan hukum 
Putusan ini dijatuhkan jika Pengadilan berpendapat bahwa 
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi 
perbuatan tersebut bukan tindak pidana, maka terdakwa diputus 
lepas dari segala tuntutan hukum ( Pasal 191 ayat (2) KUHAP ). 
Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan 
karena : 
1) Materi hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan 
tindak pidana, 
2) Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan 
terdakwa tidak dapat dihukum. Keadaan istimewa tersebut 
antara lain : 
(a) tidak mampu bertanggung jawab ( Pasal 44 KUHP ) 
(b) melakukan di bawah pengaruh daya paksa atau overmacht ( 
Pasal 48 KUHP ) 
(c) adanya pembelaan terdakwa ( Pasal 49 KUHP ) 
(d) adanya ketentuan Undang-Undang ( Pasal 50 KUHP ) 









Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa 
dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan 
yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan maka terdakwa diputus bebas ( Pasal 191 ayat (1) 
KUHAP ) 
Pada penjelasan pasal tersebut, untuk menghindari penafsiran 
yang kurang tepat, yaitu yang dimaksud dengan “ perbuatan yang 
didakwakan padanya tidak terbukti sah dan meyakinkan ” adalah 
tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar 
pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan 
hukum acara pidana. 
f. Putusan pemidanaan pada terdakwa 
Pemidanaan dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat 
bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan padanya ( Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Hakim dalam 
hal ini membutuhkan kecermatan, ketelitian serta kebijaksanaan 
memahami setiap yang terungkap dalam persidangan.  
b. Formalitas yang Harus Dipenuhi dalam Putusan Hakim 
Secara umum formalitas yang harus ada dalam suatu putusan 
hakim bertitik tolak pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Dari 
ketentuan tersebut sedikitnya 10 ( sepuluh ) buah elemen harus 
terpenuhi. Dan menurut ayat (2) pasal tersebut, apabila ketentuan 
tersebut tidak terpenuhi kecuali yang tersebut pada huruf g dan i, maka 
putusan batal demi hukum ( “van rechtswege nietig ” ). 
Ketentuan-ketentuan formalitas tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Kepala putusan yang berbunyi : “DEMI KEADILAN 





b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa ; 
c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan 
d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di 
sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ; 
e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; 
f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan 
yang memberatkan dan meringankan terdakwa ; 
g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali 
perkara diperiksa oleh hakim tunggal ; 
h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua 
unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya 
dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ; 
i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan 
menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai 
barang bukti ; 
j. Keterangan  bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan 
dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap 
palsu ; 
k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau 
dibebaskan ; 
l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang 
memutus dan nama panitera. ( Lilik Mulyadi, 2000: 147-148 ) 
3. Tinjauan Tentang Putusan Bebas 





Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat ( 1) KUHAP yang 
berbunyi “ Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan 
di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada 
terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa 
diputus bebas. 
Dari ketentuan tersebut diatas, berarti putusan bebas ditinjau dari 
segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim  tidak 
memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, 
artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup 
membuktikan kesalahan terdakwa  dan hakim tidak yakin atas 
kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak 
memenuhi memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya 
kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh 
satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar 
cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. ( M.Yahya 
Harahap, 2005: 348 ) 
b. Macam-macam Putusan Bebas ( vrijspraak ) 
Dalam praktek peradilan, bentuk-bentuk putusan bebas                      
( vrijspraak ) adalah sebagai berikut : 
a.   Putusan bebas Murni ( de “zuivere  vrijspraak” ) 
Putusan bebas murni adalah putusan akhir dimana hakim 
mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang didakwakan 
kepada terdakwa adalah tidak terbukti (Rd. Achmad S. 
Soemadipradja. 1981:89 ). 





Putusan bebas tidak murni adalah putusan dalam hal batalnya 
tuduhan secara terselubung atau “pembebasan” yang menurut 
kenyataannya tidak didasarkan kepada ketidakterbuktiannya apa 
yang dimuat dalam surat tuduhan. ( Rd. Achmad S. Soemadipradja. 
1981: 89 ). 
Pembebasan tidak murni pada hakikatnya merupakan putusan 
lepas dari segala tuntutan hukum yang terselubung, dapat 
dikatakan apabila dalam suatu dakwaan unsur delik dirumuskan 
dengan istilah yang sama dalam perundang-undangan, sedangkan 
hakim memandang dakwaan tersebut tidak terbukti ( Oemar Seno 
Adjie, 1989: 167 ). 
Putusan bebas tidak murni mempunyai kualifikasi, sebagai  
berikut : 
1) Pembebasan didasarkan atas suatu penafsiran yang keliru 
terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat 
dakwaan. 
2) Dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas 
kewenangannya, baik absolut maupun relatif dan sebagainya    
( Oemar Seno Adjie, 1989: 164 ). 
c. Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya ( de 
”vrijskpraak op grond van doelmatigheid overwegingen”),  
Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya 
adalah pembebasan yang didasarkan atas pertimbangan bahwa 
harus diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada 
hasilnya. ( Rd. Achmad S. Soemadipradja, 1981: 89). 





Pembebasan yang terselubung pembebasan yang dilakukan 
dimana hakim telah mengambil keputusan tentang ”feiten” dan 
menjatuhkan putusan ”pelepasan dar tuntutan hukum”, padahal 
putusan tersebut berisikan suatu ”pembebasan secara murni”.           
( Rd. Achmad S. Soemadipradja, 1981: 89). 
c. Putusan Bebas ditinjau dari Asas Pembuktian 
Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia mmeperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 
bersalah melakukannya.” 
Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut di atas, terkandung 
dua asas mengenai pembuktian, yaitu : 
1) Asas minimum pembuktian, yaitu untuk membuktikan kesalahan 
terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah 
2) Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang 
mengajarkan suatu prinsip hukum pembuktian bahwa disamping 
kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula diikuti keyakinan 
hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa. 
Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP 
tersebut, apabila dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, 
maka putusan bebas pada umumnya didasarkan penilaian dan pendapat 
hakim bahwa : 
1) kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara 
sah dan meyakinkan. Semua alat bukti yang diajukan di 





dan petunjuk, serta pengakuan terdakwa sendiri tidak dapat 
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. 
Artinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut penilaian 
hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak 
memadai, atau 
2) Pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas 
minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan hanya 
satu orang saksi. Dalam hal ini, selain tidak memenuhi asas  batas 
minimum pembuktian itu juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat 
(2) KUHAP yang menegaskan unnus testis nullus testis atau 
seorang saksi bukan saksi. 
Putusan bebas disini bisa juga didasarkan atas penilaian, 
kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim jadi 
sekalipun secra formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup 
terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila 
tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian seperti 
ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan adalah membebaskan 
terdakwa dari tuntutan hukum. ( M.Yahya Harahap, 2005: 348 ) 
4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pelanggaran Undang-undang 
Cagar Budaya 
a. Pengertian Tindak Pidana 
Pembentuk Undang-Undang di Indonesia menggunakan istilah 
straafbaarfeit untuk menyebutkan nama tindak pidana. Dalam bahasa 
Belanda  straafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu 
straafbaar dan feit. Perkataan feit dalan bahasa Belanda diartikan              





dihukum”. Sehingga jika diartikan secara harafiah straafbaarfeit 
berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”.  
Sedangkan Moeljanto memberikan pengertian perbuatan pidana 
adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 
yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi bagi barangsiapa 
yang melanggar aturan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan 
pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana. 
Dalam hal ini larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan 
ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan 
kejahatan. (Evi Hartanti, 2005: 7 ) 
Dari pengertian straafbaarfeit ( tindak pidana ) tersebut di atas, 
maka untuk adanya Tindak Pidana harus ada unsur-unsur yang 
dipenuhi, antara lain : 
a. perbuatan ( manusia ) 
b. memenuhi rumusan undang-undang ( syarat formil ) 
c. bersifat melawan hukum ( syarat materiil ) 
b. Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran 
Menurut Moeljatno perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem 
KUHP dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pembagian atas 
kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbadaan yang prinsipil. 
Dikatakan bahwa kejahatan adalah “ rechtsdeliten”,yaitu perbuatan-
perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang , 
sebagai perbuatan pidana,telah dirasakan sebagai perbuatan yang 
bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah 
perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah 
ada hukum yang menentukan demikian. 
Pembagian dari tindak pidana menjadi kejahatan dan 





Undang-undang Hukum Pidana melainkan juga merupakan dasar bagi 
seluruh sistem hukum pidana di dalam peraturan perundang-undanagan 
pidana sebagai keseluruhan. 
Pembagian dari tindak pidana menjadi kejahatan dan 
pelanggaran seperti yang dimaksud di atas membawa berbagai akibat 
hukum yang bersifat hukum material yaitu : 
1) Undang-undang tidak membuat suatu perbedaan antara 
kesengajaan dan ketidaksengajaan di dalam pelanggaran; 
2) Percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran tidak dapat 
dipidana(Pasal 54 ); keturutsertaan di dalam pelanggaran tidak 
dapat dipidana (Pasal 60 KUHP); 
3) Keturutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dipidana; 
4) Di dalam pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus ataupun 
para komisaris itu hanya dapat dipidana apabila pelanggaran itu 
telah tejadi dengan sepengetahuan mereka.; 
5) Di dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya 
suatu pengaduan itu merupakan syarat bagi penuntutan; 
6) Jangka waktu daluarsanya hak untuk melakukan penuntutan (Pasal 
78 ayat (1) KUHP) dan hak untuk menjalani hukuman (Pasal84 
ayat 2 KUHP) pada pelanggaran itu pada umumnya adalah lebih 
singkat; 
7) Peraturan mengenai hapusnya hak untuk melakukan penuntutan 
karena adanya suatu pembayaran secara sukarela dan nilai denda 
yang setingi-tingginya (Pasal 82 ayat (1) KUHP) hanya berlaku 
bagi pelanggaran; 
8) Adanya ketentuan yang tersendiri mengenai dapat disitanya benda-
benda yang diperoleh karena pelanggaran (Pasal 39 ayat 2 KUHP); 
9) Tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang warga Negara 
Indonesia di luar negeri hanya menimbulkan hak untuk melakukan 





oleh Undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia telah 
dikualifikasikan sebagai kajahatan dan bukan pelanggaran; 
10) Ketentuan-ketentuan pidana menurut Undang-undang Indonesia itu 
hanya dapat diberlakukan terhadap pegawai negeri yang di luar 
Negara Indonesia telah melakukan kejahatan-kejahatan jabatan dan 
bukan pelanggaran-pelanggaran jabatan; 
11) Pasal-Pasal penadahan (Pasal480 KUHP dan seterusnya) selalu 
mensyaratkan bahwa benda-benda yang bersangkutan haruslah 
diperoleh karena kejahatan dan bukan karena pelanggaran; 
12) Ketentuan-ketentuan pidana khusus mengenai keturutsertaan di 
dalam tindak pidana yang telah dilakukan dengan alat cetak di 
dalam Pasal-Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP itu hanya berlaku untuk 
kejahatan-kejahatan dan bukan untuk pelanggaran- pelanggaran. 
(Lamintang,1997,212). 
 
c. Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Undang-undang No.5 
tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. 
Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.5 tahun 1992 
Tentang Benda Cagar Budaya yang meyebutkan bahwa setiap 
pemilikan, pengalihan hak dan pemindahan tempat Benda Cagar 
Budaya tertentu wajib didaftarkan. Dan dalam Pasal 6 Undang-undang 
No.5 Tahun 1992 tersebut menyatakan bahwa Benda Cagar Budaya 
tersebut dapat dimiliki adalah Benda Cagar Budaya yang dimiliki 
secara turun temurun atau merupakan warisan, jumlah dan jenisnya 
cukup Banyak dan sebagian telah dimiliki oleh Negara. Mengenai 
pengalihan pemilikan cagar budaya yang dimiliki oleh Warga Negara 
Indonesia dapat disertai pemberian imbalan yang wajar (Pasal 7 ayat(2) 
Undang-undang No.5 Tahun 1992). Sedangkan pengertian Benda 
Cagar Budaya seperti termuat dalam Pasal 1 Undang-undang No.5 





bergerak yang merupakan kesatuan atau kelompok, atau bagian-
bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang kurangnya 50 
(lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili 
masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh tahun) serta dianggap 
nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta 
dapat juga benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi 
sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 
Mengenai syarat –syarat pendaftaran Benda Cagar Budaya diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.5 Tahun 1992 Tentang 
Benda Cagar Budaya.dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa setiap 
orang yang memiliki Benda Cagar Budaya wajib mendaftarkannya 
(diatur dalam ayat (1)),dan pendaftaran Benda Cagar Budaya dilakukan 
pada instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pendaftaran 
Benda Cagar Budaya tersebut berada (diatur dalam ayat(2)). 
Sedangkan pendaftaran tersebut disampaikan secara tertulis dengan 
dilengkapi data mengenai : 
1) identitas pemilik 
2) riwayat pemilikan Benda Cagar Budaya 
3) jenis,jumlah,bentuk dan ukuran Benda Cagar Budaya (diatur dalam 
ayat(3)). 
Dalam Undang-undang No.5 tahun 1992 Tentang Benda Cagar 
Budaya memuat Pasal 28 huruf a memuat sanksi dan ketentuan-
ketentuan yang menyatakan bahwa seseorang secara sah dan 
meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak 
melakukan kewajiban pendaftaran pemilikan ,pengalihan hak, dan 
pemindahan tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1). 
Dari ketentuan Pasal 28 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 





sebagai suatu tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai 
berikut : 
1) Unsur barang siapa; 
2) Dengan sengaja;  
3) Tidak mendaftarkan pemilikan,pengalihan hak dan pemindahan 
tempat Benda Cagar Budaya. 
 











Seperti dalam putusan hakim pada umumnya, dalam menjatuhkan 
putusan bebas  hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Hakim 





Bebas Murni Bebas Tidak 
Murni 
Putusan Bebas 




( Pasal 193 ayat 
(1) KUHAP ) 
Lepas dari 
Segala Tuntutan 
Hukum ( Pasal 
191 ayat (2) 
KUHAP ) 
Terdakwa Hashim s 
Dojohadikusumo 
( Perkara Pelanggaran 
Undang-undang No. 5 
Tahun 1992 Tentang 






Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dijatuhkan 
karena hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan 
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan, artinya tidak terbukti menurut penilaian 
hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut 
ketentuan Hukum Acara Pidana. 
Putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim dapat berbentuk putusan 
bebas murni atau putusan bebas tidak murni. Putusan bebas murni adalah 
putusan akhir dimana hakim mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana 
yang didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terbukti. Sedangkan putusan 
bebas tidak murni adalah putusan dalam hal batalnya tuduhan secara 
terselubung atau “pembebasan” yang menurut kenyataannya tidak didasarkan 
kepada ketidakterbuktiannya apa yang dimuat dalam surat tuduhan/dakwaan. 
Terkait dengan penjatuhan putusan, antara hakim memiliki pertimbangan 
masing-masing, sehingga tidak jarang putusan  yang dijatuhkanpun berbeda-
beda. Melalui kerangka pemikiran tersebut, penulis akan menganalisis 
pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menjatuhkan putusan 













HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam Menjatuhkan 
Putusan Bebas ( vrijspraak ) terhadap Hashim S. Djojohadikusumo Hashim 
S. Djojohadikusumo dalam Perkara Tidak melakukan Kewajiban 
Mendaftarkan Pemilikan, Pengalihan Hak,dan Pemindahan Tempat Benda 
Cagar Budaya 
Paparan perkara pelanggaran Undang-Undang No.5 Tahun 1992 tentang 
Benda Cagar Budaya dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 368/ 
Pid.B /2008/PN Ska. dengan Hashim S. Djojohadikusumo Hashim S 
Djojohadikusumo  : 
1. Kasus Posisi 
Antara bulan November atau bulan Desember tahun 2006 Mr.Hugo 
E.Kreijger datang ke rumah Hashim S. Djojohadikusumo di 11 Hanover 
Terrace London NW1 4RJ United Kingdom menawarkan sejumlah benda 
kuno diantaranya 6 buah arca yaitu arca CIWA, arca AGASTYA, arca 
MAHAKALA, arca DURGA MAHISAASURAMARDINI (BERTANGAN 
DUA), arca DURGA MAHISAASURAMARDINI (BERTANGAN 
DELAPAN), dan arca NANDISAWAHANAMURTI, dimana pada saat itu ia 
menjelaskan   arca-arca tersebut adalah milik pribadi Raja Keraton Surakarta 
dan Raja Surakarta hendak menjualnya ke luar negeri.  
Hashim S. Djojohadikusumo kemudian menanyakan akan keaslian 
arca-arca tersebut kelegalannya, dan dijawab Mr.Hugo asli dan legal dengan 
disertai surat dari Raja dan BP3 Jawa Tengah dikarenakan Hashim S. 
Djojohadikusumo mempunyai keinginan membangun suatu Museum dan 





sebagai pusat studi,serta Hashim S. Djojohadikusumo melihat reputasi 
Mr.Hugo yang bekerja di Balai Lelang Cristi’s Ansterdam maka Hashim S. 
Djojohadikusumo tertarik membelinya kemudian antara Hashim S. 
Djojohadikusumo dan Mr.Hugo terjadi kesepakatan harga sebesar kurang 
lebih US $ 100.000,- dan dibayarkan Hashim S. Djojohadikusumo dengan 
menggunakan 1 lembar cek Royal Bank Of Canada tertanggal 11 Maret 2007 
senilai US $ 206.000,- untuk pembelian selain 6 buah arca tersebut.  
Ternyata sebelum Hashim S. Djojohadikusumo membayar arca-arca 
tersebut, Mr.Hugo telah mengirim 3 buah arca tersebut terlebih dahulu di 
kantor Hashim S. Djojohadikusumo di Gedung Mid Plaza II Lantai VI 
Jl.Jenderal Sudirman Kav.10-11 Jakarta.Setelah Hashim S. Djojohadikusumo 
memiliki 6 buah arca tersebut Hashim S. Djojohadikusumo tidak segera 
melaporkan mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat 
arca-arca tersebut kepada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang 
Benda Cagar Budaya., hal ini dikarenakan Hashim S. Djojohadikusumo 
mengira   ke enam arca tersebut merupakan koleksi pribadi Raja Keraton 
Surakarta dan arca-arca tersebut dilengkapi dokumen pengantar dari Balai 
Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah yang menyatakan arca-arca 
tersebut bukanlah Benda Cagar Budaya.  
Setelah tanggal 19 November 2007 lima buah arca yaitu arca Ciwa, 
arca Durga Mahisaasuramardini bertangan dua, arca Durga 
Mahisaasuramardini bertangan delapan, arca Mahakala dan arca Agastya 
disita oleh Poltabes Surakarta beserta dokumen pendukungnya, kemudian 
Hashim S. Djojohadikusumo menyerahkan arca Nandisa wahana murti kepada 
Dirjen Sejarah dan Purbakala untuk diidentifikasi. Ke enam arca tersebut 
merupakan Benda Cagar Budaya dan telah tercatat dalam Inventarisasi Balai 
Pelestarian Peninggalan Benda Purbakala Jawa Tengah tahun 2001, serta 
kemudian diketahui   dokumen-dokumen pendukung yaitu Surat dari PB XIII 





S. Djojohadikusumo dari Mr.Hugo E.Kreijger diketahui palsu dan yang 
memalsukan adalah Heru Suryanto (terpidana dalam Kasus pemindahan 
Benda Cagar Budaya dan pemalsuan surat). 
2. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : Hashim S. Djojohadikusumo 
Tempat Lahir : Jakarta 
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/ 5 Juni 1954 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan : Indonesia 
Tempat tinggal : APT Kemang Plasa 18 A Kel.Karet, Kec. Tanah   
Abang, JAKARTA 
Agama : Kristen 
Pekerjaan : Swasta 
Pendidikan : Sarjana 
3. Dakwaan  Jaksa Penuntut Umum 
Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 27 Oktober 
2008, No. Reg.Perkara PDM-124/SKRTA/Ep.2/10/ 2008 mengajukan 
dakwaan terhadap terdakwa Hashim S. Djojohadikusumo  dengan dakwaan 
tunggal sebagai berikut : 
Bahwa Terdakwa HASHIM S.DJOJOHADIKUSUMO pada waktu 
antara bulan Juli hingga bulan November 2006 atau setidak-tidaknya pada 
waktu-waktu lain dalam  tahun 2006, bertempat di Jl.Kemang V No.21 C 
Kemang Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain 
berdasarkan Pasal 84 Ayat ( 2 ) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri Surakarta 
berwenang untuk mengadili, tidak melakukan kewajiban mendaftarkan 
pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat sebagaimana dalam 





tempat Benda Cagar Budaya tertentu wajib didaftarkan, yang dilakukan 
oleh terdakwa dengan  cara sebagai berikut : 
Bahwa awal mulanya sekitar antara bulan November atau bulan 
Desember tahun 2006 Mr.Hugo E.Kreijger datang ke rumah terdakwa di 11 
Hanover Terrace London NW1 4RJ United Kingdom menawarkan sejumlah 
benda kuno diantaranya 6 buah arca yaitu arca CIWA, arca AGASTYA, arca 
MAHAKALA, arca DURGA MAHISAASURAMARDINI (BERTANGAN 
DUA), arca DURGA MAHISAASURAMARDINI (BERTANGAN 
DELAPAN), dan arca NANDISAWAHANAMURTI, dimana pada saat itu ia 
menjelaskan bahwa arca-arca tersebut adalah milik pribadi Raja Keraton 
Surakarta dan Raja Surakarta hendak menjualnya ke luar negeri. Bahwa 
terdakwa kemudian menanyakan akan keaslian arca-arca tersebut 
kelegalannya, dan dijawab Mr.Hugo asli dan legal dengan disertai surat dari 
Raja dan BP3 Jawa Tengah. Bahwa dikarenakan terdakwa mempunyai 
keinginan membangun suatu Museum dan mengumpulkan barang-barang 
bersejarah milik bangsa untuk dilestarikan dan sebagai pusat studi,serta 
terdakwa melihat reputasi Mr.Hugo yang bekerja di Balai Lelang Cristi’s 
Ansterdam maka terdakwa tertarik membelinya. Bahwa kemudian antara 
terdakwa dan Mr.Hugo terjadi kesepakatan harga sebesar kurang lebih US $ 
100.000,- dan dibayarkan terdakwa dengan menggunakan 1 lembar cek Royal 
Bank Of Canada tertanggal 11 Maret 2007 senilai US $ 206.000,- untuk 
pembelian selain 6 buah arca tersebut. Bahwa ternyata sebelum terdakwa 
membayar arca-arca tersebut, Mr.Hugo telah mengirim 3 buah arca tersebut 
terlebih dahulu di kantor terdakwa di Gedung Mid Plaza II Lantai VI 
Jl.Jenderal Sudirman Kav.10-11 Jakarta. Bahwa setelah terdakwa memiliki 6 
buah arca tersebut terdakwa tidak segera melaporkan mendaftarkan pemilikan, 
pengalihan hak, dan pemindahan tempat arca-arca tersebut kepada 
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya., hal ini 





koleksi pribadi Raja Keraton Surakarta dan arca-arca tersebut dilengkapi 
dokumen pengantar dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa 
Tengah yang menyatakan arca-arca tersebut bukanlah Benda Cagar Budaya. 
Bahwa setelah tanggal 19 November 2007 lima buah arca yaitu arca Ciwa, 
arca Durga Mahisaasuramardini bertangan dua, arca Durga 
Mahisaasuramardini bertangan delapan, arca Mahakala dan arca Agastya 
disita oleh Poltabes Surakarta beserta dokumen pendukungnya, kemudian 
terdakwa menyerahkan arca Nandisa wahana murti kepada Dirjen Sejarah dan 
Purbakala untuk diidentifikasi. Bahwa ke enam arca tersebut merupakan 
Benda Cagar Budaya dan telah tercatat dalam Inventarisasi Balai Pelestarian 
Peninggalan Benda Purbakala Jawa Tengah tahun 2001, serta kemudian 
diketahui bahwa dokumen-dokumen pendukung yaitu Surat dari PB XIII 
Hangabehi dan Surat keterangan dari BP3 Jawa Tengah yang didapat 
terdakwa dari Mr.Hugo E.Kreijger diketahui palsu dan yang memalsukan 
adalah Heru Suryanto (terpidana dalam Kasus pemindahan Benda Cagar 
Budaya dan pemalsuan surat).   
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 28 huruf a Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda 
Cagar Budaya. 
Untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, Penuntut Umum 
menghadapkan ke Persidangan para saksi yang telah memberikan keterangan 
sebagai berikut : 
1) SAKSI HERU SURYANTO 
a) Bahwa pada awalnya pada tahun 2003,saksi berkenalan dengan Hugo 
Kreijger di Belanda dengan tujuan untuk menawarkan keris, barang-
barang antic lainnya seperti lukisan kayu gebyok, tetapi Hugo Kreijger 
tidak senang dengan barang-barang yang saksi tawarkan tersebut dan ia 





b) Bahwa benar tahun 2006 , Hugo Kreijger datang ke Indonesia atau ke 
Solo,saksilah yang menjemput di Bandara Adi Sumarmo dan 
mengantarkannya ke Hotel Novotel solo, setelah itu saksi mengajak 
Hugo Kreijger ke tempat wisata dan tempat-tempat barang antikantara 
lain ke Museum Radya Pustaka, Keraton Kasunanan Surakarta, Candi 
Borobudur dan Candi Ceto. 
c) Bahwa sewaktu mengunjungi Musum Radya Pustaka Surakarta, Hugo 
Kreijger sangat tertarik dengan arca-arca batu yang ada di museum 
tersebut, kemudian ia bertanya apakah saksi punya akses masuk ke 
kraton Surakarta? Dan dijawab saksi, kalau saya dengan raja Hangga 
Behi kenal baik dan dekat, selanjutnya Hugo Kreijger bilang kalau 
ingin membeli arca-arca tersebut, dan saksi jawab akan saya coba, lalu 
Hugo Kreijger kembali ke Jakarta . 
d) Bahwa sekembalinya HUGO KREIJGER, saksi timbul niat bagaimana 
caranya mendapatkan arca tersebut, kemudian sakasi melakukan 
pendekatan dengan kepala Museim Radya Pustaka surakarta ( saksi 
mbah HADI ) dan terjadi kesepakatan dimana arca boleh dibeli tetapi 
harus diganti dengan arca palsu. 
e) Bahwa saksi membuat terlebih dahulu duplikat arca yang akan dibeli, 
setelah jadi, duplikat arca saksi serahkan ke mbah HADI/ museum 
Radya Pustaka, sedangkan arca asli kemudian saksi ambil. 
f) Bahwa ke-enam arca yang saksi ambil dari museum Radya Pustaka 
Surakarta adalah Arca Shiva, Arca Nandhisa Wahana Murti, Arca 
Durga, Arca Agastya, Arca Durga Mahissauramardani dan Arca 
Mahakala, dan saksi tidak mengetahui apabila arca-araca tersebut 
termasuk Benda Cagar Budaya. 
g) Bahwa ke-enam arca tersebut saksi jual ke Hugo Kreijger dengan 





Peninggalan Purbakala ) Jawa Tengah, surat-surat tersebut saksi yang 
membuatnya tanpa sepengetahuan Hugo Kreijger karena Hugo Kreijger 
bilang apabila tidak ada surat/dokumen maka tidak ada transaksi. 
h) Bahwa ke-enam arca tersebut saksi kirim secara bertahap sebanya 4 ( 
empat ) ke Mid Plaza II Jl. Jend Sudirman Jakarta atas perintah Hugo 
Kreijger dan diterima oleh orang yang bernama FX Triman dan ibu 
Hedy. 
i) Bahwa saksi mengambil arca-arca dari museum Radya Pustaka 
Surakarta pada tahun 2006 dan mengirimkan ke Jakarta secara bertahap 
sekitar awal tahun 2007 sampai pertengahan tahun 2007, setelah 
surat/dokumen ada. 
j) Bahwa saksi menjual arca-arca tersebut kepada Hugo Kreijger dan 
menerima pembayaranatas arca tersebut dari Hugo Kreijger dan saksi 
tidak pernah tahu kalau Mid Plasa Jl Jend Sudirman tersebut adalah 
kantor Terdakwa. 
k) Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Surakarta 
atas hilangnya arca-arca Museum Radya Pustaka Surakarta dan 
pembuatan surat/dokumen arca tersebut dan saksi dinyatakan bersalah 
dan dijatuhi pidana. 
l) Bahwa atas keternagan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu 
dan akan menanggapinya dala pembelaan. 
2) SAKSI KRH DARMO DIPURO alias MBAH HADI 
a) Bahwa saksi sebelumnya sebagai Kepala Museum Radya  Pustaka dan 
benar pada tahun 2006, saksi telah menjual arca-arca milik museum 
Radya Pustaka kepada HERU SURYANTO yaitu arca Shiva, Arca 





dua ), arca Agastya, arca Durga Mahisaasuramardini ( bertangan 
delapan ) dan arca Mahakala, total harganya Rp 400.000.00,- 
b) Bahwa saksi tidak mengetahui ke enam arca tersebut oleh HERU 
SURYANTO dijual kepada siapa, dan saksi juga tidak tahu kalau ia 
telah membuat surat/dokumen atas arca-arca tersebut . 
c) Bahwa pemilik ke-enam arca tersebut adalah Keraton Kasunanan 
Surakarta dan saksi tidak tahu apabila arca-arca tersebut masuk sebagai 
Benda Cagar Budaya dan belum pernah di daftar oleh Balai Pelestarian 
Peninggala Purbakala Jawa Tengah ( BP 3 Jawa Tengah ) . 
d) Bahawa ke-enam arca tersebut diambil secara bertahap dari 
pertengahan tahun sampai akhir tahun 2006 dengan cara mengganti 
arca yang asli dengan yang palsu atas perintah saksi, dengan dibantu 
kedua anak buah saksi yang bernama JARWADI dan SUPARJO . 
e) Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena ia pernah datang ke 
Museum Radya Pustaka Surakarta dan telah memberikan bantuan 
berupa dua buah Air Condition ( AC ) yang salah satunya dipasang / 
dipakai untuk ruang kerja saksi . 
f) Bahwa saksi tidak kenal Hugo Kreijger dan saksi tiodak mengetahui 
surat – surat yang dijadikan barang bukti yang ditunjukkan di 
persidangan . 
g) Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu 
tentang pencurian arca-arca tersebut, akan tetapi terdakwa 
membenarkan bahwa Terdakwa pernah berkunjung ke Museum 







3) SAKSI JARWADI 
a) Bahwa saksi bekerja di museum Radya Pustaka bagian kebersihan dan 
tidak kenal dengan Terdakwa, sedang dengan Heru Suryanto 
mengenalnya setelah ikut membantu memindahkan ke-enam arca dari 
museum Radya Pustaka Surakarta untuk dimasukkan ke dalam 
mobilnya saksi Heru Suryanto. 
b) Bahwa saksi dan Suparjo pernah disuruh Mbah Hadi untuk ikut 
memebantu memindahkan ke-enam arca dan mengganti dengan arca 
duplikat/ palsu dengan arca-arca yang asli dimasukkan ke dalam 
mobilnya saksi Heru Suryanto kemudian diganti dengan arca yang 
palsu/ duplikat . 
c) Bahwa saksi tidak tahu nama-nama ke-enam arca tersebut, dan saksi 
juga tidak mengetahui apakah Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala 
(BP 3 ) Jawa Tengah telah mendaftar ke-enam arca tersebut sebagai 
Benda Cagar Budaya. 
d) Bahwa saksi tidak tahu ke-enam arca tersebut oleh Heru Suryanto 
hendak dibawa kemana dan dijual kepada siapa.  
e) Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak 
tahu. 
4) SAKSI SUPARJO alias GATOT: 
a) Bahwa benar sewaktu saksi bekerja sebagai satpam di museum Radya 
Pustaka Surakarta pernah disuruh Mbah Hadi untuk membantu 
memindahkan ke-enam arca dari museum untuk dimasukkan ke 
mobilnya Heru Suryanto kemudian ke-enam arca tersebut diganti 





b) Bahwa saksi tidak ingat kapan memindahkan ke-enam arca tersebut, 
tapi semuanya dilakukan pada malam hari dan dilakukkan secara 
bertahap. 
c) Bahwa saksi tidak tahu ke-enam arca tersebut oleh Heru Suryanto 
hendak dibawa kemana dan hendak dijual kepada siapa, karena saksi 
hanya membantu untuk mengangkat memindahkan arca-arca dari 
museum ke atas mobil dan mengganti dengan arca palsu/ duplikat . 
d) Bahwa saksi tidak kenal dengan Hugo Kreijger maupun terdakwa . 
e) Bahwa atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan tidak tahu  
5) SAKSI HARYANTO 
a) Bahwa pada akhir tahun 2007 saksi pernah disuruh Wakasat Poltabes 
Surakarta untuk mengambil/ mengangkut 5 (lima) arca dari rumah 
terdakwa di daerah Kemang Jakarta untuk selanjutnya dibawa ke 
Surakarta dengan menggunakan mobil Pick Up. 
b) Bahwa sewaktu di rumah terdakwa,  saksi bertemu dengan Triman, 
setelah mengangkut arca dari rumah terdakwa, arca tersebut saksi bawa 
dulu ke polda Jawa Tengah dan setelah dari Polda Jawa Tengah baru 
dibawa ke Poltabes Surakarta. 
c) Bahwa saksi mengetahui dari surat kabar apabila arca-arca tersebut 
adalah milik Museum Radya Pustaka Surakarta yang hilang. 
d) Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak 
tahu. 
6) SAKSI FX TRIMAN 
a) Bahwa saksi bekerja di PT. Multi Usaha Mandiri perusahaan milik 





Jakarta, dan pada awal Tahun 2007 tapi tanggal dan bulannya sudah 
tidak ingat lagi, saksi pernah menerima pengiriman 6 ( enam ) buah 
arca di kantor terdakwa tersebut, tapi saksi tidak tahu nama pengirim 
arca dan nama-nama dari arca tersebut . 
b) Bahwa setelah semalam arca-arca tersebut di simpan di Kantor 
terdakwa yang terletak di lantai 6 Mid Plaza, selanjutnya arca-araca 
tersebut dan saksi tidak mengetahui apabila arca-arca tersebut sebagai 
Benda Cagar Budaya . 
c) Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya 
kecuali arca disimpan di kantor Terdakwa hanya semalam, melainkan 
disimpan di kantor selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan baru dibawa 
ke Kemang. 
7) Saksi DR SISWANTO SUDOMO 
a) Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa maupun orang tua Terdakwa serta 
saudara-saudara terdakwa, dan di Yayasan Keluarga Hashim 
Djojohadikusumo ( YKHD ) saksi sebagai wakil ketua. 
b) Bahwa setau saksi, Terdakwa adalah orang yang sangat peduli dengan 
pelestarian warisan budaya Indonesia, diantaranya mencegah barang 
budaya Indonesia jangan sampai dibawa keluar Indonesia, dengan cara 
dibeli dan ditampung di Yayasan Keluarga Hasim Djojohadikusumo ( 
YKHD ) dengan maksud YKHD untuk mendirikan Museum dan 
Perpustakaan yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia dengan 
tujuan untuk dapat dijadikan Pusat Kajian . 
c) Bahwa pada bulan November 2007, terdakwa pernah memerintahkan 
kepada saksi selaku wakil ketua Yayasan Keluarga Hasim 
Djojohadikusumo ( YKHD ) untuk memberitahukan ke Dirjen Sejarah 





pendaftaran atas patung / arca yang dimiliki YKHD, maka pada tanggal 
30 Nopember 2007 , Yayasan Keluarga Hashim Djojohadikusumo 
bersurat ke Direktur Peninggalan Purbakala (Bapak Suroso), dan pada 
tanggal 5 Desember 2007 saksi ikut mendampingi petugas team dari 
Direktorat Peninggalan Purbakala melakukan identifikasi dan ferifikasi 
di rumah terdakwa di Kemang Jakarta Selatan, dan hasilnya saksi 
belum mengetahuinya karena menurut saksi Suroso masih dalam 
proses. 
d) Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi untuk menghubungi Dirjen 
Peninggalan Purbakala tersebut setelah ada pemberitaan dim as media 
tentang hilangnya patung-patung milik Museum Radya Pustaka 
Surakarta, dan saksi pernah melihat arca Nandisa salah satu arca dari 
ke-enam milik Museum Radya Pustaka yang hilang tersebut yakni pada 
tanggal 5 Desember 2007 di rumah terdakwa, sewaktu mendampingi 
team/ petugas dari Dirjen Sejarah melakukan ferikasi dan identifikasi . 
e) Bahwa salah satu hasil dari identifikasi dari Dirjen Peninggalan 
Purbakala menyebutkan bahwa Arca Nandisa Wahan Murti adalah 
salah satu arca koleksi Museum Radya Pustaka Surakarta yang hilang . 
f) Bahwa arca Nandisa tidak ikut diambil Polisi dari Poltabes Surakarta 
dan pada tanggal 19 Desember 2007 oleh saksi arca Nandisa telah 
diserahkan kepada saksi Suroso selaku Direktur Peninggalan Purbakala 
karena menurutnya arca Nandisa adalah asli dan termasuk arca milik 
Museum Radya Pustaka yang hilang. 
g) Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi tentang darimana 
memperoleh ke-enam  arca tersebut . 
h) Bahwa saksi mengetahui surat-surat yang menjadi barang bukti dan 





i) Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan. 
8) SAKSI MUHAMMAD JUNAWAN 
a) Bahwa saksi bekerja sejak Tahun 2000 dan diangkat sebagai Pegawai 
Negeri Sipil di Balai Pelestarian dan Peninggalan Purbakala ( BP 3 ) 
Jawa Tengah sejak Tahun 2006 di bagian perlindungan barang Cagar 
Budaya . 
b) Bahwa ke-enam arca yang ada di rumah Terdakwa adalah koleksi 
Museum Radya Pustaka Surakarta dan masuk Benda Cagar Budaya, 
karena pada tahun 2001, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa 
Tengah telah melakukan inventarisasi terhadap arca-arca tersebut, hal 
ini saksi ketahui setelah mendengar bagian inventarisasi di Kantor Balai 
Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah . 
c) Bahwa untuk arca yang masuk cagar budaya buat orang awam sulit 
mengetahuinya, karena hanya ada tanda cat pada arca atau label pada 
arca, dan untuk mengetahui apakah arca itu asli atau palsu diperlukan 
keahlian / khusus . 
d) Bahwa seseorang termasuk Terdakwa diperbolehkan memiliki banda 
cagar budaya dan Benda Cagar Budaya dapat dialihkan asal ada ijin 
dari Menteri tetapi tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan, dan 
terhadap barang yang tidak masuk Benda Cagar Budaya maka tidak 
diperlukan untuk mendaftarkan atau melaporkan ke Balai Pelestarian 
Peninggalan Purbakala ( BP 3 ). 
e) Bahwa saksi pernah melihat ke-lima arca koleksi Museum Radya 
Pustaka tersebut di kantor Poltabes Surakarta dan arca-arca tersebut 
adalah asli meskipun sudah tidak ada tanda atau label pada arca. 
f) Bahwa syarat untuk memiliki Benda Cagar Budaya antara lain sudah 





pemilik wajib melaporkan kepemilikan Benda Cagar Budaya tersebut, 
dann terhadap ke-enam arca yang ada di rumah terdakwa belum pernah 
dilaporkan/ didaftarkan. 
g) Bahwa kewajiban untuk mendaftarkan Benda Cagar Budaya bias dari 
pemberi atau penerima barang cagar budaya, tetapi apabila barang 
tersebut bukan Benda Cagar Budaya, maka tidak ada kewajiban untuk 
mendaftarkan/ melaporkannya ke BP 3. 
h) Bahwa surat BP 3 Jawa Tengah yang isinya menyatakan arca Shiva, 
arca Agastya, arca Mahakala, arca Durga Mahissa assuramardini                  
( bertangan dua ),arca Durga Mahissa assuramardini                                 
( bertangan delapan ) dan arca Nandhisa Wahana murti tersebut 
bukanlah Benda Cagar Budaya adalah pals, karena saksi cukup dengan 
melihat dari kop surat saja saksi sudah dapat membedakan dengan 
kop.Surat milik BP 3 Jawa Tengah ( setelah penasehat hokum terdakwa 
menunjukkan surat dari BP 3 Jawa Tengah tersebut ). 
i) Karena BP 3 Jawa Tengah belum pernah mengeluarkan pernyataan 
yang isinya menyatakan surat BP 3 Jawa Tengah itu palsu, maka yang 
berhak menyatakan surat tersebut palsu adalah pengadilan. 
j) Bahwa saksi mengenal dan mengetahui semua surat-surat yang 
dijadikan barang bukti setelah ditunjukkan di persidangan. 
k) Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu. 
9) Saksi Ahli Dra. HARDINI SUMONO 
a) Bahwa yang dimaksud dengan Benda Cagar Budaya adalah benda 
buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan dan 
kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur 
sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili gaya yang khas dan 





mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan 
kebudayaan. 
b) Bahwa Benda Cagar Budaya dapat dimiliki perorangan dan dapat 
diperjual belikan apabila jumlahnya banyak dan sebagian telah dimiliki 
oleh pemerintah, apabila jumlahnya sedikit tidak dapat dimiliki 
masyarakat. 
c) Bila orang awam tidak mengetahui apabila suatu benda telah masuk 
sebagai banda cagar budaya dan apakah jumlahnya banyak atau sedikit, 
maka Dirjen Peninggalan Purbakala bias menginformasikan kepada 
masyarakat tentang jumlah barang cagar budaya tersebut. 
d) Bahwa Dirjen Purbakala dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala ( 
BP 3 ) dapat mengeluarkan surat yang isinya menyatakan bahwa barang 
tersebut masuk atau tidak masuk sebagai benda/barang Cagar Budaya, 
tapi sebelumnya harus ada keputusan team tentang barang tersebut yang 
disampaikan kepada Dirjen Peninggalan Purbakala. 
e) Bahwa terhadap barang yang tidak masuk Benda Cagar Budaya maka 
tidak ada kewajiban bagi pemiliknya untuk melaporkan atau 
mendaftarkan kepada BP 3. 
f) Bahwa ke-enam arca koleksi museum Radya Pustaka adalah milik 
keraton Surakarta dan bisa diperjualbelikan tetapi harus ada ijin dari 
Pemerintah dalam hal ini Departemen Kebudayaan cq. Dirjen 
Peninggalan Purbakala. 
g) Bahwa untuk Benda Cagar Budaya harus dilaporkan pada seksi 
Kebudayaan Tingkat II dan yang wajib melaporkan adalah pemilik 
pertama dan pemilik baru sedang batas waktu untuk melaporkan Benda 
Cagar Budaya tersebut tidak diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 





h) Bahwa cara pendaftaran Benda Cagar Budaya yakni dengan 
menyebutkan riwayat / asal usul barang cagar budaya tersebut, apakah 
jual beli, hibah atau warisan. 
i) Bahwa setiap orang dapat memiliki Benda Cagar Budaya asalkan tidak 
menghilangkan fungsi sosial dari barang cagar budaya tersebut. 
j) Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak 
mengetahui kalau ke-enam arca tersebut milik Museum Radya Pustaka 
Surakarta dan tentang keterangan selebihnya menyatakan tidak 
keberatan. 
Dalam perkara ini Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi 
yang meringankan ( a de charge ) yang bernama SYAIFUL MUJAHID,SH 
dan saksi ahli yang bernama MARCUS PRIYO GUNARTO,SH.MH, saksi 
mana telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai 
berikut : 
1) Saksi SYAIFUL MUJAHID, SH. 
a) Bahwa saksi bekerja sebagai kepala Seksi Perlindungan di Dirjen 
Peninggalan Purbakala. 
b) Bahwa pemilik barang cagar budaya wajib melapor setelah pemiliknya 
mengetahui kalau barang tersebut adalah barang cagar budaya, sedang 
batas waktu harus mendaftarkan barang Cagar Budaya tidak ditentukan/ 
diatur oleh Undang-Undang No. 5 Th 1992 tentang Benda Cagar 
Budaya. 
c) Bahwa ( setelah ditunjukkan surat oleh Penasehat Hukum kepada saksi 
) maka menurut saksi surat keterangan dari BP 3 Jawa Tengah dan surat 
keterangan dari keraton Surakarta secara sekilas Authentik, sehingga 
tidak ada kewajiban terdakwa untuk mendaftarkan atas ke-enam arca 





d) Bahwa tidak semua benda purbakala sebagai Benda Cagar Budaya. 
e) Bahwa saksi mendengar apabila Yayasan Keluarga Hashim 
Djojohadikusumo telah mengajukan permohonan verivikasi, dengan 
demikian terdakwa sudah beritikad baik untuk mendaftarkan Benda 
Cagar Budaya tersebut. 
f) Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya. 
2) Saksi Ahli MARCUS PRIYO GUNARTO, SH.MH. 
a) Bahwa Saksi ahli saat ini bekerja sebagai dosen jurusan pidana di 
Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 
b) Bahwa terdakwa telah didakwa melanggar pasal 28 huruf a Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yang 
unsur unsurnya adalah : 
1. Barang siapa ; 
2. Dengan sengaja ; 
3. tidak mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, pemindahan Benda 
Cagar Budaya ; 
c) tetapi Undang-Undang tersebut tidak mengatur tentang batas jangka 
waktu untuk pendaftaran, jadi pendaftaran dapat dilakukan kapan-
kapan; 
d) Bahwa apabila ada syarat waktu pendaftaran, terdakwa dianggap 
melakukan pelanggaran, tetapi apabila tidak ada syarata waktu, maka 
terdakwa kapan-kapan bisa mendaftarkannya dan terdakwa tidak 
melakukan pelanggaran. 






1. Teori kehendak ( Wilstheory ) artinya yang bersangkutan 
menghendaki perbuatan dan akibat atau hal ikhwal yang menyertai; 
2. Teori membayangkan terjadinya akibat ( Voorstellings theory ) 
f) Jadi kedua-duanya ada kehendak untuk melakukan perbuatan. 
g) Bahwa melihat Surat Keterangan dari Keraton Surakarta dan Surat 
Keterangan yang dikeluarkan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala ( 
BP 3 ) Jawa Tengah, dari segi fisik kedua surat tersebut akta authentik, 
karena ada tanda tangan dan cap, sehingga yang berhak menyatakan 
surat-surat tersebut benar atau tidak adalah pertama instansi yang 
mengeluarkan surat tersebut dan kedua adalah Pengadilan jadi selam 
belum ada pernyataan tersebut maka kedua surat tersebut harus 
dianggap sah, karena dinyatakan secara tertulis ( setelah Penasehat 
Hukum Terdakwa memperlihatkan dua lembar surat yaitu surat 
keterangan dari BP 3 Jawa Tengah dan surat keterangan dari Keraton 
Surakarta ). 
h) Bahwa kewajiban seseorang yang menguasai Benda Cagar Budaya 
untuk melaporkan / mendaftarkan sejak ia mengetahui bahwa kedua 
surat tersebut dinyatakan palsu oleh putusan Pengdilan, jadi sebelum 
ada putusan Pengadilan, maka kedua surat tersebut dianggap sah. 
i) Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya. 
Dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada 
pokoknya sebagai berikut : 
a) Bahwa Terdakwa sudah lama berkecimpung koleksi barang – barang yang 
mempunyai nilai buday dan benda Benda Cagar Budaya baik dari dalam 
negeri atau luar yang dibelinya melalui lelang di luar negeri, karena 
Yayasan Keluarga Hasim Djojohadikusumo bermaksud untuk mendirikan 





niat Yayasan Keluarga Hasim Djojohadikusumo tersebut saat ini sedang 
menjajaki bekerja sama denag Universitas Indonesia. 
b) Bahwa pada bulan Nopember atau Desember 2006 Hugo Kreijger datang 
ke rumah Terdakwa di London ( 11 Hanover Terrace London NWI 4 RJ 
United Kingdom ) 
c) Untuk menawarkan sejumlah benda- benda kuno diantaranya ke-enam 
arca yaitu arca shiva, arca durgamahissasuramardini ( bertangan dua ), 
arca Agasthya, arca Durga Mahissasuramardini ( bertangan delapan , arca 
Mahakala dan arca Nandisa, dengan memperlihatkan foto – foto dari arca 
tersebut dan Hugo Kreijger menjelaskan bahwa arca-arca tersebut adalah 
milik pribadi Raja Solo tersebut ingin menjualnya ke luar negeri, hal ini 
Hugo Kreijger ketahui karena ada utusan raja Solo yang menemuinya dan 
mengatakan hal itu. 
d) Bahwa Hugo Kreijger menawarkan arca-arca tersebut kepada Terdakwa 
karena ia mengetahui kalu Terdakwa adalah orang yang mempunyai 
perhatian terhadap benda-benda yang memiliki nilai budaya, apalagi 
banyak arca-arca Indonesia yang dibawa ke luar negeri sehingga tidak 
dapat dinimati oleh orang Indonesia sendiri. 
e) Bahwa Terdakwa percaya sekali dengan Hugo Kreijger karena ia seorang 
ahli bertaraf Internasional di bidang kebudayaan Asia, misalnya 
kebudayaan Thailand, Tibet,India, Indonesia dan lain-lainnya, selain itu ia 
juga sering diminta bantuan para kolektor sebagai konsultan, di samping ia 
bekerja dibalai lelang Kristi di Belanda. 
f) Bahwa kedatangan Hugo Kreijger ke rumah terdakwa untuk menawarkan 
barang-barang kuno diantaranya ke-enam arca tersebut, Terdakwa 
menyanggupinya asal barang-barang tersebut asli dan legal serta ada surat-
suratnya, dan dijawab oleh Hugo Kreijger bahwa barang-barang tersebut 





g) Bahwa pada bulan januari 2007 Hugo Kreijger datang lagi menemui 
Terdakwa dengan membawa dokumen arca tersebut yaitu dari Keraton 
Surakarta dan BP 3 Jawa Tengah, karena ada dokumen-dokumen tersebut, 
barulah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Hugo Kreijger untuk 
pembelian ke-enam arca dengan harga Seratus Ribu US Dolar ( U$ 
100.000,00 ). 
h) Bahwa Terdakwa selain membeli ke-enam arca, juga membeli barang-
barang lain yang total nilai totalnya sebesar Rp !.800.000.000,- ( satu 
milyart delapan ratus juta rupiah) pada bulan amret 2007 dibayar dengan 
cek Royal Bank of Canada dan yang menerima pembayarannya adalah 
Hugo Kreijger. 
i) Bahwa arca pertama dikirim pada akhir bulan Januari 2007 dan selebihnya 
di kirim secara bertahap dan terakhir bulan Mei 2007 ke kantor Terdakwa 
di Mid Plaza II lantai 6 Jl. Jend Sudirman Jakarta. 
j) Bahawa untuk pembelian ke-enam arca tersebut Terdakwa sebelumnya 
tidak pernah bertemu dengan saksi Heru Suryanto dan Terdakwa tidak 
mengetahui siapa yang mengirim arca-arca tersebut ke akntor Terdakwa. 
k) Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2007 Terdakwa mendapat berita dari 
teman di Jakarta yang mengabarkan bahwa patung / arca yang dibeli 
Terdakwa bermasalah dan ada aparat Kepolisian dari Poltabes Surakarta 
yang datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2007 untuk 
mengambil arca-arca tersebut kecuali satu arca yang masih tertinggal yaitu 
arca Nandisa Wahana Murti. 
l) Bahwa benar Terdakwa perbnah memerintahkan pengurus yayasan 
Keluarga Hasim Djojohadikusumo untuk mengidentifikasi, verifikasi dan 
mendaftarkan semua koleksi YKHD, dan pada tanggal 30 Yayasan 





Purbakala Jakarta untuk melakukan verifikasi dan identifikasi atas koleksi 
arca-arca milik Yayasan Keluarga Hashim Djojohadikusumo ( YKHD ). 
m) Bahwa hasil identifikasi menyebutkan satu patung/ arca Nandisa adalah 
Benda Cagar Budaya milik Museum radya Pustaka Surakarta, sehingga 
pada tanggal 19 Desember 2007 Yayasan Keluarga hasim dojohadikusumo 
( YKHD ) telah menyerahkan arca Nandisa kepada pemerintah yang dalam 
hal ini diwakili Dirjen Peninggalan Prbakal. 
n) Bahwa Terdakwa diberitahu apabila dokumen/ surat-surat ke-enam arca 
tersebut palsu setelah Terdakwa diperiksa di Poltabes Surakarta pada 
tanggal 3 Desember 2007 sebagai saksi. 
o) Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek kebenaran surat-surat tersebut 
sebelumnya yaitu ke Keraton surakarta ataupun ke BP 3 Jawa Tengah, dan 
surat-surat tersebut diterima dari Hugo Kreijger dan tampak asli/ autentik. 
p) Bahwa benar sejak bulan Maret 2007 sampai bulan Nopember 2007 
Terdakwa belum pernah mendaftarkan/ melaporkan ke-enam arca tersebut 
kepada BP 3, karena menurut dokumen bahwa ke-enam arca tersebut 
bukan sebagai Benda Cagar Budaya, sehingga tidak ada kewajiban bagi 
Terdakwa untuk mendaftarkan atas arca-arca tersebut. 
q) Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah dalam perkara ini. 
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutannya terhadap terdakwa yang 
pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : 
1. Menyatakan terdakwa HASHIM S.DJOJOHADIKUSUMO bersalah 
melakukan tindak pidana tidak melakukan kewajiban mendaftarkan 





Pasal 8 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 28 huruf a 
Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.  
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar 
Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).  
3. Menyatakan barang bukti berupa Surat dari Yayasan Keluarga Hashim 
S.Djojohadikusumo Nomor 197/YKHD/XI/07 tanggal 30 November 2007 
perihal Permohonan Identifikasi dan Iventarisasi Benda Cagar Budaya 
Koleksi Bp.Hashim S.Djojohadikusumo, Berita Acara Penyerahan Arca 
Nadhisa wahana murti tanggal 19 Desember 2007,Berita Acara Serah 
Terima Nomor:1228/Dit.PP/SP/19.XII/2007 tanggal 19 Desember 
2007,Surat Perintah Tugas Nomor:1140/SPT/Dit.PP/SP/XI/2007 tanggal 
04 Desember 2007,Surat Nomor:24/Dit.PP/SP.8.I/2008 tanggal 08 Januari 
2008 berikut Lampiran Hasil Verifikasi Arca Nadhisa Wahana Murti 
No.14/Dit.PP/SP/7.I/2008 dan Berita Acara Hasil Penilaian Benda Yang 
Diduga Sebagai Benda Cagar Budaya 
Nomor:1199A/Dit.PP/SP/12.XII/2007 tanggal 05 Desember 2007 berikut 
lampirannya tetap terlampir dalam Berkas Perkara. 
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- 
(lima ribu rupiah) 
5. Pertimbangan Hakim 
1. Menimbang, bahwa oleh karena beberapa unsur-unsur dari Pasal 28 huruf 
a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya 
tidak terbukti terhadap terdakwa, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam 
surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu membebaskan 





2. Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, sesuai 
pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, maka harus 
dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta 
martabatnya. 
3. Menimbang, bahwa barang bukti berupa 
a. Surat dari Yayasan Keluarga Hasim Djojohadikusumo Nomor 
197/YKHD/XI/07 tanggal 30 Nopember 2007 Perihal Identifikasi dan 
Inventarisasi Benda Cagar Budaya Koleksi Bapak Hasim S 
Djojohadikusumo. 
b. Berita Acara Penyerahan Arca Nandhisa Wahana Murti tanggal 19 
Desember 2007. 
c. Berita Acara Serah Terima Nomor 1228/ DIT. PP/ SP /  19. XII / 2007 
Tanggal 19 Desember 2007. 
d. Surat Perintah Tugas Nomor 1140/SPT/Dit. PP/ SP/XI/2007 Tanggal 4 
Desember 2007. 
e. Surat Nomor 24/ DIT. PP / SP/ 8.1/ 2008 tanggal 8 Januari 2008 berikut 
lampirannya, Perihal Hasil Verifikasi Arca Nandhisa Wahana Murti. 
f. Berita Acara Hasil Penilaian Benda Yang Diduga Sebagai Benda Cagar 
Budaya Nomor : 1199 A / Dit. PP / SP/ 12.XII/ 2007 Tanggal 5 
Desember 2007; berikut lampirannya. Dikembalikan kepada Yayasan 
Keluarga Hashim Djojohadikusumo. 
4. Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka 
biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara. 
5. Memperhatikan pasal 191 ayat 1 KUHAP, pasal 14 ayat (1) Peraturan 






6. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta 
    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam putusannya Nomor : 
368/ Pid. B /2008/PN. SKA tanggal 14 Januari 2009, menjatuhkan putusan 
terhadap terdakwa sebagai berikut : 
1. Menyatakan Terdakwa HASHIM S DJOJOHADIKUSUMO tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti 
dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; 
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ; 
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat 
serta martabatnya ; 
4. Menyatakan barang bukti berupa : 
a. Surat dari Yayasan Keluarga Hasim Djojohadikusumo Nomor 
197/YKHD/XI/07 tanggal 30 Nopember 2007 Perihal Identifikasi dan 
Inventarisasi Benda Cagar Budaya Koleksi Bapak Hasim S 
Djojohadikusumo. 
b. Berita Acara Penyerahan Arca Nandhisa Wahana Murti tanggal 19 
Desember 2007. 
c. Berita Acara Serah Terima Nomor 1228/ DIT. PP/ SP /  19. XII / 2007 
Tanggal 19 Desember 2007. 
d. Surat Perintah Tugas Nomor 1140/SPT/Dit. PP/ SP/XI/2007 Tanggal 4 
Desember 2007. 
e. Surat Nomor 24/ DIT. PP / SP/ 8.1/ 2008 tanggal 8 Januari 2008 






f. Berita Acara Hasil Penilaian Benda Yang Diduga Sebagai Benda Cagar 
Budaya Nomor : 1199 A / Dit. PP / SP/ 12.XII/ 2007 Tanggal 5 
Desember 2007; berikut lampirannya. 
5. Dikembalikan kepada Yayasan Keluarga Hasim Djojohadikusumo : 
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara. 
7. Pembahasan 
         Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam 
sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas, atau lepas 
dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 
Undang –Undang ini (Pasal 1 butir 11 KUHAP). Bentuk putusan yang 
dijatuhkan oleh pengadilan tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim 
berdasarkan pada penilaian yang mereka peroleh  dari surat dakwaan 
dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di 
persidangan pengadilan. 
  Surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, 
karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi 
pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai 
peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas yang ditentukan dalam 
surat dakwaan. Bagi hakim manfaat surat dakwaan yaitu antara lain sebagai 
dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagai dasar putusan yang akan 
dijatuhkan, dan sebagai dasar membuktikan terbukti atau tidaknya kesalahan 
terdakwa. ( Darwan Prinst, 1998: 115-117 ) 
  Dakwaan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan 
menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan 
mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan oleh 





  Dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan penelitian mengenai dasar 
pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menjatuhkan putusan 
bebas terhadap terdakwa Hashim S. Djojohadikusumo dalam perkara 
pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar 
Budaya dengan cara menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri 
terhadap unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum 
dalam dakwaan. 
  Terdakwa Hashim S Djojohadikusumo dalam dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 huruf a Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. 
  Pasal 28 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda 
Cagar Budaya berbunyi sebagai berikut : 
tidak melakukan kewajiban mendaftarkan pemilikan, pengalihanhak, dan 
pemindahan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); 
  Bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda 
Cagar Budaya menyebutkan bahwa setiap pemilikan, pengalihan hak dan 
pemindahan tempat benda sacagr budaya tertentu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib didaftarkan. Dan dalam Pasal 6nya 
menyatakan bahwa Benda Cagar Budaya tertentu dapat dimiliki atau dikuasai 
oleh setiap orang dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya dan Benda 
Cagar Budaya tersebut yang dapat dimiliki adalah Benda Cagar Budaya yang 
dimiliki secara turun temeurun atau merupakan warisan, jumlahnya dan 
jenisnya cukup banyak dan sebagian telah dimiliki oleh Negara.  
  Mengenai pengalihan pemilikan Benda Cagar Budaya yang dimiliki warga 
Negara Indonesia dapat disertai pemberian imbalan yang wajar (Pasal 7 ayat 
(2)). Sedangkan pengertian Benda Cagar Budaya seperti termuat dalam Pasal 





kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang 
berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas 
dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap 
mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, 
serta dapat juga benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi 
sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 
  Bahwa mengenai syarat-syarat pendaftaran Benda Cagar Budaya diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 
tentang Pelaksanaan UU No.5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 
dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memiliki Benda 
Cagar Budaya wajib mendaftarkannya (diatur dalam ayat (1)), dan pendaftaran 
Benda Cagar Budaya dilakukan pada instansi pemerintah yang 
bertanggungjawab atas pendaftaran Benda Cagar Budaya di Daerah Tingkat II 
tempat Benda Cagar Budaya tersebut berada (diatur dalam ayat(2)). 
Sedangkan pendaftaran tersebut disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi 
data mengenai : 
a. identitas pemilik 
b. riwayat pemilikan Benda Cagar Budaya 
c. jenis, jumlah, bentuk dan ukuran Benda Cagar Budaya 
 (diatur dalam ayat(3)). 
  Selain itu mengenai pendaftaran Benda Cagar Budaya diatur dalam Pasal 5 
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 087/P/1993. 
  Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, unsur-unsur dari dakwaan adalah 
sebagai berikut :  
1. Barang siapa; 





3. Tidak mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat 
Benda Cagar Budaya. 
  Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam Putusannya No. 
368/ Pid. B /2008/PN. SKA terhadap unsur-unsur tindak pidana yang 
didakwakan memberikan dasar pertimbangan sebagai berikut : 
  Bahwa sebelum mempertimbangkan materi dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum kepada Terdakwa, mejelis terlebih dulu akan mempertimbangkan 
keberatan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa dalam 
pembelaannya mengenai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak 
mencantumkan unsur ” dengan sengaja ”; 
  Bahwa atas keberatan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa, 
Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : 
  Bahwa tentang Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan unsur ” dengan 
sengaja ” 
  Dalam surat dakwaannya, hal ini seharusnya Terdakwa atau Penasehat 
Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan, 
akan tetapi hal ini tidak dilakukannya, dan menurut Majelis Hakim surat 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan pasal 143 KUHAP ; 
1) Unsur ”Barang siapa ” 
Yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang atau 
seseorang yang kepadanya dipersangkakan atau didakwa melakukan 
tindak pidana. Berkenaan dengan itu, orang atau seseorang yang 
kepadanya dipersangkakan atau didakwa melakukan tindak pidana, harus 
memenuhi kriteria baik yang bersifat obyektif maupun subyektif sehingga 
kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang 
dilakukannya. Terdakwa yang di persidangan telah membenarkan 





kriteria dari unsur barang siapa karena di samping telah dewasa, ternyata 
Terdakwa jiga mempunyai keadaan phisik maupun spycis yang memadai 
dalam arti memahami segala apa yang terjadi dan yang dilihat, didengar 
maupun disimak sepanjang persidangan. Selain daripada itu menurut 
pertimbangan Majelis Hakim ternyata pula Terdakwa mempunyai 
intelektualitas cukup serta tidak ternyata adanya halangan baginya untuk 
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dihubungkan dengan 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya yakni berkenaan dengan pada 
waktu antara bulan Juli hingga Nopember 2006 atau setidak-tidaknya 
dalam tahun 2006 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2006, bertempat di Jl 
Kemang V No. 21 C Kemang Jakarta Selatan, setelah memiliki 6 ( enam ) 
buah arca yaitu Arca Shiva, Arca Agastya, Arca Mahakala, Arca Durga 
Mahisasumaradini ( bertangan dua ), Arca Durga Mahisasumaradini ( 
bertangan delapan ) dan Arca Nandisawahanamurti. Terdakwa tidak segera 
melaporkan mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan 
tempat arca-arca tersebut kepada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 
sebagaimana  diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang 
Benda Cagar Budaya. Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang 
dipertimbangkan di atas, menurut hemat Majelis unsur ke- 1 yaitu 
barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 
Dalam hal ini majelis tidak sependapat dengan Pledoi Penasehat 
Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dalam perkara ini telah terjadi 
error in persona karena ke-enam arca tersebut sudah diserahkan kepada 
Yayasan Keluarga Hashim Djojohadikusumo ( YKHD ), jadi yang 
berkewajiban mendaftar adalah Yayasan Keluarga Hashim 
Djojohadikusumo ( YKHD ). Oleh karena Ketua Yayasan Keluarga 
Hashim Djojohadikusumo ( YKHD ) juga adalah Terdakwa, maka sudah 






2) Unsur ”Dengan sengaja  ” 
Undang-undang sendiri tidak menafsirkan secara authentik apa 
yang dimaksud dengan sengaja, tetapi menurut doktrin / ilmu pengetahuan 
bahwa apa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan 
mengetahui apa yang dilakukan, orang yang melakukan perbuatan itu dan 
disamping itu mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu ( 
Prof Sudarto SH dalam bukunya Hukum Pidana I B halaman 16). Tindak 
pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, menurut hemat Majelis adalah 
termasuk Delik Omissionis yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap 
perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang 
diharuskan, maka unsur dengan sengaja merupakan unsur utama dalam 
tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut. 
Berdasarkan keterangan ssksi-saksi di persidangan diperoleh fakta-
fakta hukum sebagai berikut : 
Bahwa benar saksi Heru Suryanto dengan dibantu KRH. 
Darmodipuro alias Mbah Hadi, Jarwadi dan Suparjo alias Gatot telah 
mengambil ke-enam arca koleksi Museum Radya Pustaka Surakarta alias 
arca Shiva, arca Agasthya, arca Mahakala, arca Durga Mahissa 
Asumaradini ( bertangan dua ), arca Durga Mahissa Asumaradini ( 
bertangan delapan ) dan arca Nandisa Wahana Murti, dengan cara setelah  
mengambil arca asli selanjutnya menggantinya dengan arca duplikat atau 
palsu. 
Bahwa selanjutnya oleh saksi Heru Sutyanto ke-enam arca tersebut 
dijual kepada Hugo Kreijger tetapi sebelumnya saksi membuat dokumen 
terlebih dahulu atas arca-arca tersebut dengan maksud bahwa ke-enam 
arca tersebut adalah legal, karena sebelumnya Hugo Kreijger mengatakan 





Bahwa menurut keterangan saksi Drs. Suroso, MP. M.Hum ( 
Direktur Peninggalan Purbakala ), Junawan ( BP. 3 Jawa Tengah ) , 
Syaiful Mujahid ( Kepala Seksi Perlindungan Dirjen Peninggalan 
Purbakala ) dan keterangan kedua ahli yaiatu Dra. Hardini Sumono dan 
Marcus Priyo Gunarto, SH. M.Hum yang mengatakan bahwa terhadap 
benda-benda yang tidak masuk sebagai Benda Cagar Budaya, maka tidak 
ada kewajiban untuk mendaftarakan ke Direktorat Jenderal Sejarah dan 
Purbakala. 
Bahwa menurut keterangan saksi Marcus Priyo Gunarto, SH. 
M.Hum bahwa melihat surat-surat ( dokumen ) atas ke-enam araca 
tersebut adalah authentik, karena ada cap dan tanda tangan sehingga 
sebelum ada pernyataan resmi dari instansi yang mengeluarkan surat 
tersebut atas putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa surat-surat 
tersebut adalah palsu, maka harus dianggap sah. 
Berdasarkan keterangan Terdakwa : 
Bahwa pada bulan Nopember atau Desember 2006, Hugo Kreijger 
datang ke rumah Terdakwa di 11 Hanover Terrace London NW 1 $RJ 
United Kingdom untuk menawarkan sejumlah  benda kuno diantaranya ke-
enam arca milik pribadi Keraton Surakarta dengan jaminan bahwa keenam 
arca tersebut asli dan legal. 
Bahwa pada bulan Januari 2007  Hugo Kretjger datang lagi ke 
rumah Terdakwa dengan membawa Surat-Surat ( dokumen ) atas arca 
yaitu surat dari Keraton Surakarta dan Balai Pelestarian Peninggalan 
Purbakala ( BP 3 ) Jawa Tengah, sehingga Terdakwa percaya akan 
keaslian dan kelegalan atas arca-arca tersebut, sehingga Terdakwa sepakat 
untuk membeli ke-enam araca dan benda lain dari Hugo Kreijger. 
Bahwa pada bulan Nopember 2007 Terdakwa telah 





untuk meminta Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala ( Vide surat 
YHD nomer : 197/ YKHD / XI / 07 tanggal 30 Nopember 2007 ) uintuk 
melakukan Identifikasi dan Inventarisasi dan pendaftaran Benda Cagar 
Budaya koleksi Terdakwa Hashim S Djojohadikusumo dan terhadap 
permohonan Yayasan Keluarga Hashim Djojohadikusumo ( YKHD ) 
tersebut kepada Dirjen Sejarah dan Purbakala telah menindaklanjutinya 
dengan membentuk tim yang pada tanggal 5 Desember 2007 telah 
melakukan Identifikasi, Inventarisasi serta pendaftaran sesuai 
permohohnsn Yayasan Keluarga hashim S Djojohadikusumo ( YKHD ) 
tersebut. 
Bahwa dari fakta-fakta tersebut yang dikaitkan dengan barang 
bukti surat, maka menurut pendapat majelis bahwa Terdakwa membeli 
arca arca Shiva, arca Agasthya, arca Mahakala, arca Durga Mahissa 
Asumaradini ( bertangan dua ), arca Durga Mahissa Asumaradini ( 
bertangan delapan ) dan arca Nandisa Wahana Murti karena dilengkapi 
surat - surat  / Dokumen dari Keraton Kasunanan surakarta serta adana 
surat keterangan dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala ( BP 3 ) 
Jawa Tengah yang menerangkan bahwa arca Dharmapala, arca Shiva, arca 
Dhurga Suramahardini, arca Nandi Swahanamurti, arca Suramahardini, 
arca Nandi Suramahardini, arca Suramahardini, arca Agastya, bukan  
merupakan Cagar budayasehingga benda tersebut dapat dimiliki dan 
dipindahtangankan. 
Bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1992 yang wajib didaftarkan adalah Benda Cagar Budaya. 
Bahwa  karena arca yang dimaksud dalam perkara ini menurut 
Surat keterangan dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa 
Tengah bukan merupakan benda banda Cagar Budaya, maka secara hukum 






Bahwa ternyata kemudian surat/ dokumen arca – arca tersebut telah 
dinyatakan palsu oleh Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 
68/Pid B/2008/Pn.Ska.Tanggal 30 Juni 2008 dalam perkara terdakwa Heru 
Suryanto. 
Bahwa dokumen arca yang dimaksud adalah palsu, dan ternyata 
benda-benda tersebut adalah Benda Cagar Budaya, maka sebenarnya 
kewajiban terdakwa untuk mendaftarkan baru timbul setelah adanya 
putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.68/Pid.B/2008/PN.Ska tersebut. 
Bahwa ternyata pada hari kamis tanggal 22 Nopember 2007, arca 
Shiva, arca Agastya, arca Durga Mahissa Assuramardini ( bertangan 
delapan ), arca Durga Mahissa Assuramardini ( bertangan dua ) dan arca 
Mahakala telah dilakukan penyitaan/ penyegelan oleh Poltabes Surakarta, 
sehingga Terdakwa belum sempat mendaftarkan kelima arca tersebut 
sesuai Undang- Undang. 
Bahwa dokumen arca yang dimaksud adalah palsu, dan ternyata 
benda-benda tersebut adalah Benda Cagar Budaya, maka sebenarnya 
kewajiban terdakwa untuk mendaftarkan baru timbul setelah adanya 
putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.68/Pid.B/2008/PN.Ska tanggal 
30 Juni 2008 tersebut. 
Menimbang bahwa untuk arca Nandhisa Wahana Murti oleh 
Terdakwa atau Yayasan Keluarga Hashim Djojohadikusumo telah 
diajukan atau didaftarkan ke Dirjen Sejarah dan Purbakala ( Vide Berita 
Acara Pemeriksaan Nomor : 1142.4/DIT.PP/SP/BB/%.XII/2007 tanggal 5 
Desember 2007 ). 
Bahwa dengan demikian sebelum ada putusan Pengadilan Negeri 
Surakarta Nomor : 68/ Pid B/ 2008 / PN Ska tanggal 30 Juni 2008 tersebut 
dapat disimpulkan tidak ada unsur kesengajaan bagi Terdakwa untuk tidak 





Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur 
dengan sengaja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 
3) Unsur Tidak mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan 
tempat cagar budaya 
Bahwa  pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menyebutkan bahwa 
Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan 
ditandatangani serta berisi uaraian secara cermat, jelas dan lengkap 
mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan 
tempat tindak pidana itu dilakukan. 
Bahwa dalam surat dakwaan Terdakwa telah didakwa pada bulan 
Juli hingga bulan Nopember tahun 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu 
lain dalam tahun 2006, bertempat di Jl Kemang V No 21 C Kemang 
Jakarta selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan 
pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri Surakarta berwenang 
untuk untuk mengadili,  tidak melakukan kewajiban mendaftarkan 
pemilikan, pengalihan hak dan pemindahan tempat sebagaimaa dalam 
pasal 8 ayat (1) yaitu setiap pemilikan, pengalihan hak  dan pemindahan 
tempat sebagaimana dalam pasal 8 ayat 1 yaitu setiap pemilikan, 
pengalihan hak dan pemindahan Benda Cagar Budaya tertentu wajib 
didaftarkan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut, 
dan seterusnya. 
Bahwa menurut keterangan aksi Heru Suryanto : 
Bahwa ia menjal ke-enam arca yaitu arca Shiva, arca Agastya, arca 
Durga Mahissa Asuramardini ( bertangan dua ), arca Durga Mahissa 
Asuramardini ( bertangan delapan ), arca Mahakala dan arca Nandhisa 
Wahana Murti kepada Hugo Kreijger dan benar saksi disuruh Hugo 






Bahwa saksi mengirim ke-enam arca tersebut secara bertahap ( 
empat kali pengiriman ), pengiriman pertama sekitar bulan Januari 2007 ( 
setelah dibuat surat-surat/ dokumen atas arca ) dan yang menerima yaitu 
saksi FX Triman. 
Bahwa menurut  keterangan saksi FX Triman bahwa pada awal 
tahun 2007 saksi disuruh ibu Heidy untuk membantu saksi Heru Suryanto 
mengangkat arca dari mobil ke ruang kantor Terdakwa di Mid Plaza lantai 
6 Jl. Jenderal Sudirman Jakarta. 
Bahwa menurut keterangan Terdakwa : 
Bahwa pada bulan Januari 2007 Hugo Kreijger datang lagi ke 
rumah Terdakwa dengan maksud untuk menawarkan ke-enam arca 
tersebut dengan menunjukkan surat-surat atau dokumen dari arca-arca 
tersebut, oleh karena Hugo Kreijger menjamin bahwa surat-surat tersebut 
legal sehingga Terdakwa percaya dan sepakat untuk membeli ke-enam 
arca tersebut dengan harga US $ 100.000- ( seratus ribu US dollar ). 
Bahwa pada bulan Maret 2007 Terdakwa membayar pembelian ke-
enam arca tersebut kepada HUGO KREIJGER, karena selain membeli ke-
enam arca, Terdakwa juga membeli benda-benda lain dari Hugo Kreijger 
yang total harganya senilai 206.000,-  atau kalau di kurs rupiah sekitar Rp 
1.800.000.000,- ( satu milyart delapan ratus juta rupiah ). 
Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut di atas 
bahwa Terdakwa sepakat membeli ke-enam arca yaitu arca Shiva, arca 
Agastya, arca Mahakala, Arca Durga Mahissa Asumardini ( bertangan dua 
), arca Durga  Mahissa Asumardini ( bertangan delapan ), dan arca 
Nandhisa  Wahana Murti pada bulan Januari 2007 dan arca-arca tersebut 
dikirim ke Mid Plaza Jl Jenderal Sudirman Jakarta secara bertahap / empat 
kali pengiriman dan pengiriman pertama pada bulan Januari 2007 dan 





Tempat tindak pidana ) maupun Tempus Delictie ( waktu tindak Pidana ) 
yang disebutkan dalam surat dakwaan, dimana Jaksa Penuntut Umum 
mendakwakan pada bulan Juli sampai Nopember2006 atau setidak-
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006, maka pada bulan Juli 
sampai Nopember 2006 Terdakwa belum membeli atau memiliki ke-enam 
arca tersebut. 
Bahwa terlebih lagi dalam surat dakwaan alinea ke-2 ( dua ), 
dimana Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa awalnya sekitar antara 
bulan Nopember atau bulan Desember 2006 Mr Hugo E Kreijger datang 
ke rumah Terdakwa untuk menawarkan sejumlah benda kuno diantaranya 
6 buah arca, jadi tempus delictie dalam surat dakwaan dihubungkan 
dengan uraian yang ada pada alinea ke 2 ( dua ) tersebut, maka terjadi 
kontradiksi, akibatnya menurut Majelis bahwa pada bulan juli sampai 
Nopember 2006 Terdakwa belum membeli atau memiliki ke-enam arca 
terebut sehingga Locus ( tempat ) delictie dan Tempus ( waktu ) delictie 
tidak terbukti. 
Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan 
Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua halaman 388, jika 
tempat dan waktu yang disebutkan dalam surat dakwaan tidak terbukti 
secara tepat, mengakibatkan kesalahan Terdakwa tidak terbukti. 
Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, 
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-tiga ini pun tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan. 
 Berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Surakarta terhadap unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan 
terhadap terdakwa Hashim s Djojohadikusumo diatas, terlihat bahwa unsur 
kedua dan ketiga tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 
terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 





oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum. 
Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang 
berpendapat bahwa unsur ”dengan sengaja” tidak terbukti,  menurut 
penulis sudah tepat karena Jaksa Penuntut Umum sendiri tidak 
menguraikan unsur ” dengan sengaja ” dalam surat dakwaannya, hal ini 
seharusnya Terdakwa atau Penasehat Hukum  Terdakwa mengajukan 
keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan, akan tetapi hal ini tidak 
dilakukannya, dan menurut Majelis Hakim surat dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum sudah sesuai dengan pasal 143 KUHAP. 
Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 28 huruf a Undang- 
Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yaitu unsur-
unsurnya adalah : 
1. Barang siapa 
2. Dengan Sengaja 
3. Tidak mendaftarkan pemilikan, pengallihan hak, pemindahan Benda 
Cagar Budaya. 
Undang-Undang tersebut tidak mengatur tentang batas jangka 
waktu untuk pendaftaran, jadi pendaftaran dapat dilakukan kapan-kapan; 
Bahwa apabila ada syarat waktu pendaftaran, terdakwa dianggap 
melakukan pelanggaran, tetapi apabila tidak ada syarata waktu, maka 
terdakwa kapan-kapan bisa mendaftarkannya dan terdakwa tidak 
melakukan pelanggaran. 
Bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja, ada 2 (dua) pendapat 





1. Teori kehendak ( Wilstheory ) artinya yang bersangkutan menghendaki 
perbuatan dan akibat atau hal ikhwal yang menyertai; 
2. Teori membayangkan terjadinya akibat ( Voorstellings theory ) 
 Jadi kedua-duanya ada kehendak untuk melakukan perbuatan. 
  Melihat Surat Keterangan dari Keraton Surakarta dan Surat Keterangan 
yang dikeluarkan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala ( BP 3 ) Jawa 
Tengah, dari segi fisik kedua surat tersebut akta authentik, karena ada tanda 
tangan dan cap, sehingga yang berhak menyatakan surat-surat tersebut benar 
atau tidak adalah pertama instansi yang mengeluarkan surat tersebut dan kedua 
adalah Pengadilan jadi selama belum ada pernyataan tersebut maka kedua 
surat tersebut harus dianggap sah, karena dinyatakan secara tertulis. 
Kewajiban seseorang yang menguasai Benda Cagar Budaya untuk melaporkan 
/ mendaftarkan sejak ia mengetahui bahwa kedua surat tersebut dinyatakan 
palsu oleh putusan Pengadilan, jadi sebelum ada putusan Pengadilan, maka 
kedua surat tersebut dianggap sah. 
  Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang 
berpendapat bahwa unsur “Tidak mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, 
pemindahan Benda Cagar Budaya” tidak terbukti, menurut penulis sudah tepat 
karena pada pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menyebutkan bahwa Penuntut 
Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta 
berisi uaraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang 
didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu 
dilakukan. 
  Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa awalnya sekitar antara bulan 
Nopember atau bulan Desember 2006 Mr Hugo E Kreijger datang ke rumah 
Terdakwa untuk menawarkan sejumlah benda kuno diantaranya 6 buah arca, 
jadi tempus delictie dalam surat dakwaan dihubungkan dengan uraian yang 





menurut Majelis bahwa pada bulan juli sampai Nopember 2006 Terdakwa 
belum membeli atau memiliki ke-enam arca terebut sehingga Locus ( tempat ) 
delictie dan Tempus ( waktu ) delictie tidak terbukti. 
  Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan 
Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua halaman 388, jika tempat 
dan waktu yang disebutkan dalam surat dakwaan tidak terbukti secara tepat, 
























Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah pokok 
di atas,  maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :  
Sebagai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam 
menjatuhkan putusan bebas dalam perkara pelanggaran Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya dengan Terdakwa 
Hashim S Djojohadikusumo adalah : 
a. Karena Jaksa Penuntut Umum sendiri tidak menguraikan unsur ” dengan 
sengaja ” dalam surat dakwaannya. Selain itu Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya tidak mengatur tentang batas 
jangka waktu untuk pendaftaran, jadi pendaftaran dapat dilakukan kapan-
kapan. Bahwa apabila ada syarat waktu pendaftaran, terdakwa dianggap 
melakukan pelanggaran, tetapi apabila tidak ada syarat waktu, maka 
terdakwa kapan-kapan bisa mendaftarkannya dan terdakwa tidak 
melakukan pelanggaran. 
b.  Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang 
berpendapat bahwa unsur “Tidak mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, 
pemindahan Benda Cagar Budaya” tidak terbukti karena pada pasal 143 
ayat (2) huruf b KUHAP menyebutkan bahwa Penuntut Umum membuat 
Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uaraian 
secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan 





c.  Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa awalnya sekitar antara bulan 
Nopember atau bulan Desember 2006 Mr Hugo E Kreijger datang ke 
rumah Terdakwa untuk menawarkan sejumlah benda kuno diantaranya 6 
buah arca, jadi tempus delictie dalam surat dakwaan dihubungkan dengan 
uraian yang ada pada alinea ke 2 ( dua ) tersebut, maka terjadi kontradiksi, 
akibatnya menurut Majelis bahwa pada bulan juli sampai Nopember 2006 
Terdakwa belum membeli atau memiliki ke-enam arca tersebut sehingga 
Locus ( tempat ) delictie dan  Tempus ( waktu ) delictie tidak terbukti. 
B. Saran-Saran 
1. Kualifikasi perbuatan yang berkaitan dengan Benda Cagar Budaya harus 
dibuat secara jelas agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat dan 
tidak menimbulkan berbagai penafsiran. 
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda 
Cagar Budaya belum mengatur secara rinci mengenai batas jangka waktu 
untuk pendaftaran, jadi pendaftaran dapat dilakukan kapan saja tanpa batas 
waktu, namun dimasa yang akan datang hal ini harus dilakukan perbaikan., 
sedangkan Jaksa Penuntut Umum juga harus dapat membuktikan unsur-
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